SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN FASILITASI KERJA SAMA KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat
Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang
Standar Operasional Prosedur Layanan Fasilitasi Kerja Sama
Kepemiluan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana beberapa kali diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1505);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
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9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun
2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas
Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN FASILITASI KERJA
SAMA KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Fasilitasi
Kerja Sama Kepemiluan di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 6 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRE’IARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR LAYANAN FASILITASI KERJA
SAMA KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN FASILITASI KERJA SAMA
KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
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KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor SOP 19 Tahun 2026
Tanggal 6 Agustus 2026
Pengesahan

Disahkan Oleh

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,

ttd.
HUSIN

Nama SOP

Layanan Fasilitasi Kerja Sama
Kepemiluan di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6863);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 615);
. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

. Peraturan = Komisi  Pemilihan = Umum

1. Pendidikan formal minimal S-1 sesuai
dengan ketentuan syarat jabatan;

2. Menguasai

regulasi kepemiluan dan

pedoman kerja sama kelembagaan;

3. Mampu melakukan analisis substantif, legal
drafting (penyusunan naskah perjanjian),
dan komunikasi negosiasi;

4. Memiliki integritas tinggi, ketelitian, serta
komitmen pelayanan prima;
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Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tata Naskah Dinas Komisi
Pemilihan Umum Provinsi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tata Naskah Dinas Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana beberapa kali diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian
di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Informasi Publik

®

Ruang Rapat/Ruang Koordinasi yang memadai
Perangkat Komputer/Laptop, Alat Perekam,
Kamera dan Printer
Jaringan Internet

Sistem Informasi/Aplikasi
Elektronik

Alat Tulis Kantor

Persuratan Dinas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Seluruh proses fasilitasi kerja sama wajib bebas
dari pemungutan Dbiaya (gratis), praktik

gratifikasi, serta perlakuan diskriminatif

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
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SOP LAYANAN FASILITASI KERJA SAMA KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Pemohon Tim Kerja Ketua, Anggota Kelengkapan Waktu Output
Fasilitasi Kerja & Sekretaris
Sama
1. | Pemohon menyampaikan dokumen usulan kerja Berkas Persyaratan Surat dan Dokumen
sama secara fisik atau digital melalui persuratan Permohonan Kerja Permohonan
resmi C} Sama
2. | Tim kerja menerima, meneliti, mengkaji Berkas Persyaratan Lembar Hasil
kelengkapan dokumen dari pemohon layanan Permohonan Kerja Verifikasi
kerja sama dan melakukan telaah substantif » Sama
terkait relevansi dengan tugas pokok dan fungsi /
KPU 2 Hari
2a | Mengonfirmasi kekurangan berkas dan Checklist Dokumen Surat Pemberitahuan
mengembalikan dokumen kepada Lengkap yang Tidak Lengkap Kekurangan Berkas
Pemohon untuk dilengkapi
Tidak Lengkap
2b | Menerima pemberitahuan dan melengkapi Dokumen Perbaikan Berkas Dokumen yang
kembali dokumen persyaratan yang kurang untuk telah diperbaiki
diajukan ulang
3. | Mengundang pihak pemohon layanan kerja sama Surat Undangan 2 Hari Pelaksanaan
untuk dapat memaparkan/ mempresentasikan . Pemaparan dari
serta melakukan pembahasan bersama dengan ) Pemohon

Tim Kerja untuk dilakukan
penelitian/pengkajian/penelaahan terhadap jenis

layanan perjanjian kerja sama
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4. | Membuat draft/konsep perjanjian kerja sama Draft Perjanjian 3 Hari Draft Perjanjian Kerja
dengan pihak pemohon ? Kerja Sama Sama
5. | Membuat berita acara penetapan kesepakatan ' Berita Acara 1 Hari Berita Acara
jenis fasilitas kerja sama Kepemiluan Penetapan Kesepakatan Kerja
Kesepakatan Kerja Sama
Sama
6. | Melaksanakan penandatanganan bersama Dokumen Berita 1 Hari Dokumen Perjanjian
Perjanjian Kerja Sama Acara dan Perjanjian Kerja Sama
Kerja Sama
7. | Serah terima Perjanjian Kerja Sama Dokumen Berita 1 Hari Dokumen Perjanjian
v Acara dan Perjanjian Kerja Sama
C} Kerja Sama

Ditetapkan di Pangkal Pinang
Pada tanggal 6 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SE FARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINST KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
/ anTeknis Penyelenggaraan Pemilu, ttd.
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/

an Hubungan Masyarakat,

HUSIN
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